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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal dan
implikasinya terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian pengujian
hipotesis dengan sumber data sekunder dan dianalisis dengan menggunakan analisis jalur. Populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, yang berjumlah 23 Kabupaten/Kota, terdiri dari 18 Kabupaten dan 5 Kota dengan
rentang waktu 3 tahun yaitu mulai dari tahun 2011-2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pendapatan asli daerah dan dana
perimbangan secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja modal, (2) Secara parsial, pendapatan asli daerah tidak
berpengaruh terhadap belanja modal, namun dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal, (3) Pendapatan asli daerah,
dana perimbangan, dan belanja modal secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di
provinsi Aceh, (4) Secara parsial, pendapatan asli daerah dan belanja modal berpengaruh terhadap kinerja pemda, namun dana
perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Aceh, (5) Belanja modal memediasi partially
pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh, dan (6) Belanja modal memediasi fully
pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh. 
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